
BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,
Menimbang : a. bahwa Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) menggolongkan Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai jenis Retribusi Jasa
Umum, maka perlu diatur tentang Retribusi Pelayanan
Tera/Tera Ulang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
undang Lembaran Negara Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Paser.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.

3. Bupati adalah Bupati Paser.

4. Dinas adalah Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Paser.

5. Unit Pelayanan Kemetrologian adalah Unit Pelaksana Operasional
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Paser.

6. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal
yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang
bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, berdasarkan
pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya yang belum dipakai.

7. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda
tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis
yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, berdasarkan
pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya yang telah ditera.

8. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT
adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan
tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak
pembungkusnya atau segel pembungkusnya.

9. Pelayanan Kemetrologian adalah pelayanan yang berkaitan dengan
kegiatan tera/tera ulang dan kalibrasi UTTP serta pengujian BDKT yang
diwajibkan diselenggarakan oleh Unit Kemetrologian Kabupaten Paser
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.



11. Retribusi  Pelayanan   Tera/Tera  Ulang   yang  selanjutnya  disebut
Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan
Kalibrasi UTTP serta Pengujian Kuanta BDKT sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah
Kabupaten Paser.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

13. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai
Berhak untuk membandingkan ukur dengan standar untuk satuan
ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau
menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukuran.

14. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional
nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan
terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke standar
nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional.

15. Standar kerja adalah standar untuk satuan ukuran yang sehari-hari
langsung digunakan untuk menguji dan/atau mengkalibrasi alat ukur
milik masyarakat, diturunkan langsung dari standar Tingkat I, II, III atau
IV.

16. Alat Ukur adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi pengukuran
kuantitas dan/atau kualitas.

17. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya
disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang yang mengatur tentang Metrologi Legal.

18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

19. Surat Ketetapan  Retribusi  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi
yang terhutang.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang.

Pasal 3

Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:
a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;

dan
b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 4
(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh

pelayanan tera/tera ulang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Wajib
Retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan pengujian yang
diberikan, frekuensi penggunaan layanan pengujian, serta kesulitan,
karakteristik dan kapasitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam
pemberian pelayanan kemetrologian.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya
penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas
pengendalian atas pelayanan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8
Struktur retribusi terdiri dari:
a. biaya investasi;
b. biaya operasional;
c. biaya pemeriksaan dan pengujian;
d. biaya penyegelan dan pembubuhan tanda tera;
e. biaya pengawasan dan penyuluhan.

Pasal 9
Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10
(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat ditinjau

kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.



(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TEMPAT PELAYANAN KEMETROLOGIAN

Pasal 11
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah pelayanan retribusi
tera/tera ulang diberikan.

Pasal 12
Tempat pelayanan Kemetrologian UTTP dapat dilakukan di:
a. Instalasi uji;
b. Kantor atau luar kantor;
c. tempat UTTP tersebut berada dan/atau tidak dapat dipindahkan.

BAB IX
MASA BERLAKU TERA DAN MASA RETRlBUSI

Pasal 13
UTTP wajib dilakukan pengujian tera/tera ulang secara berkala.

Pasal 14
(1) Masa berlaku Retribusi disesuaikan dengan masa tanda tera.

(2) Terhadap UTTP yang tanda teranya masih berlaku, atas dasar permintaan
orang atau badan untuk dilakukan tera/tera ulang dikenakan retribusi.

BAB X
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 15
(1) Setiap alat UTTP yang akan ditera/ tera ulang harus didaftarkan dengan

mengisi formulir.

(2) Untuk  alat  UTTP  tertentu  yang  tidak  mungkin  dibawa  ke  kantor
Metrologi harus mengajukan permohonan secara tertulis.

(3) Formulir surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), harus diisi dengan jelas dan benar serta dibubuhi tanda tangan pemilik
alat UTTP atau kuasanya. Formulir disediakan oleh SKPD.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir, surat permohonan dan
surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.



(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikarenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(5) Tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 18
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau

Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan,
kecuali jika Wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat

keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang
terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan
dianggap dikabulkan.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Bupati dengan menyebutkan:
a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
b. masa retribusi;
c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
d. alasan yang singkat dan jelas.



(2) Bupati dalam jagka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan

retribusi.

(2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain, lembaga sosial untuk
mengangsur, kegiatan sosial, bencana alam. Pemberian pengurangan dan
keringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diberikan
kepada Wajib Retribusi antara lain, lembaga sosial untuk mengangsur,
kegiatan sosial, bencana alam.

(3) Pembebasan Retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
oleh Bupati.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tertangguh jika :
a. diterbitkan Surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung



(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
wajib retribusi.

Pasal 23
(1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif

atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PENGAWASAN

Pasal 25
(1) Bupati  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Peraturan Daerah

ini.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 26
Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang diutamakan
untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan tera/tera ulang.



BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27
(1) PPNS Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Pimpinan Unit Organisasi Perangkat Daerah.

(2) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran Perda.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPNS
Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) PPNS
Daerah mempunyai wewenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya

tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan

melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal

diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat yang berkaitan dengan

pelanggaran Perda;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil Orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari

penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa
tersebut, karena bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya
melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut
Umum, Tersangka atau Keluarganya;

i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan;

j. Rehabilitasi.

(5) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau
penahanan kecuali tertangkap tangan.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana

dalam Pasal 13, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali
jumlah retribusi yang terhutang.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
negara.



BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29
Pelayanan Tera/Tera Ulang mulai dilaksanakan setelah dikeluarkannya Surat
Keterangan Direktur Jendral Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tentang Kemampuan Pelayanan
Tera/Tera Ulang UTTP.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ANDI AZIS
PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN
TIMUR: 9/110/2017



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
dinyatakan bahwa penyelenggaraan tera/tera ulang dan kalibrasi alat UTTP
serta pengujian kuanta BDKT bertujuan untuk memberikan perlindungan
kepada masyarakat baik konsumen maupun produsen dalam hal kebenaran
pengukuran.

Penyelenggaraan tera/tera ulang dan kalibrasi alat UTTP serta pengujian
kuanta BDKT menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai
salah satu objek Retribusi Jasa Umum. Untuk itu, atas pelayanan tera/tera
ulang, kalibrasi terhadap alat UTTP serta pengujian kuanta BDKT dikenakan
retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka pelayanan
tera/tera ulang dan pengujian BDKT menjadi urusan pilihan yang dapat
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paser.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan
yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Paser. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari
pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat
diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu,
pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan
dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak
diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat jenis pungutan
Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Paser maka
perlu dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas



Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Pengujian tera/tera ulang terhadap UTTP berpedoman pada Peraturan
Menteri yang membidangi, yakni sebagai berikut:

JANGKA WAKTU TERA ULANG UTTP

No
JenisUTTP

Jangka Waktu
Tera Ulang (Tahun)

1. Meter kWh Elektromekanik/Dinamis 15

2. Meter kWh Statis 10

3. Tangki Ukur Tetap:
6- Bentuk Silinder Tegak;

- Bentuk Silinder Datar; 6
- Bentuk Bola; 12
- Bentuk Speriodal. 12

4. Tangki Ukur Tongkang,Tangki Ukur
Pindah, Tangki Ukur Apung 6

5. Tangki Ukur Kapal
6- Tangki ukur;

- CTMS/Sistem Tangki Ukur Terapung. 3

6. Meter Gas Diafragma 5

7. Meter Gas Vortex 2

8. Ultrasonic Gas Flow Meter
1- Dry Calibration;

- Wet Calibration. 5
9. Meter Air

5- Kapasitas nominal 25 m3jjam;
- Kapasitas nominal > 25 m3/jam. 2

10. Meter Prover 2

11. Bejana Ukur 2

12. Alat Ukur Permukaan Cairan 2

13. Alat Ukur dari Gelas
Tidak ada batas
waktu

14. Perlengkapan UTTP
Mengikuti jangka
waktu tera ulang
UTTP terkait



Pembubuhan cap tanda tera sesuai dengan tanda tera tahun berjalan :

Jangka waktu tera ulang

1. Alat ukur dari bahan gelas saat di bubuhi tanda tera pertama kali berlaku
sampai saat pecah, retak, rusak.

2. Meter listrik Kwh 1 fase dan 3 fase setiap 10 tahun
3. Meter air setiap 5 tahun
4. Meter gas tekanan rendah setiap 5 tahun
5. Tangki ukur apung atau tangki ukur tetap sampai 6 tahun
6. Meter prover dan bejana ukur yang khusus digunakan untuk menguji

meter prover setiap 2 tahun
7. Alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang tidak termasuk poin 1-

6 (serta dari tabel diatas) periode tera ulangnya setiap 1 tahun.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas



Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 57.


